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. INILAH, Bandung - Bila

" dihitung rasio kecukupan,
jumlah dokter gigi di sejum-
lah daerah di Indonesia ma-
sih belum ideal. Ini terjadi
karena belum ada Undang-

~ Undang (UU) yang mengatur
distribusi dokter gigi.

Ketua Asosiasi Fakultas
Kedokteran Gigi Indonesia
(AFDOKGTI) Eky S Soeria Soe-
manti berharap, masalah ini
bisa terakomodasi dalam UU
Pendidikan Kedokteran yang
kini sedang dibahas di DPR.

“Nantinya dalam UU ter-
sebut akan diatur pendis-
tribusian tenaga kesehatan.
Termasuk dokter gigi,” kata
Eky kepada wartawan di se-
la-sela acara Bulan Kegiatan
Gigi Nasional 2012 di Gedung
Fakultas Kedokteran Gigi
(FKG) Universitas Padjadja-
ran (Unpad), Jalan Sekeloa
Kota Bandung, Senin (8/10).

Dia menjelaskan, se-
belum adanya masalah ini,
dokter gigi dikenai wajib ker-
ja sarjana (WKS). Maksud
program WKS ini, seorang
yang baru lulus menjadi dok-
ter atau dokter gigi, wajib

bekerja di daerah yang telah

ditentukan.

“Namun peraturan itu se-
karang telah dihilangkan de-
ngan alasan melanggar Hak
Asasi Manusia (HAM). Se-
hingga berdampak, banyak
para dokter atau spesialis
gigi memilih kota-kota besar
dengan alasan fasilitas lebih
lengkap serta gaji memadai,”
katanya.

Setidaknya jumlah dok-.

ter gigi di Indonesia kini

- mencapai 22.000 lebih. Tapi i

BELUM MERATA: Tiadanya aturan jaminan kesejahteraan, menyebabkan

penyebaran dokter gigi ke berbagai daerah di Indonesia, belum merata.

yang praktik di daerah sangat
minim._

Idealnya, antara dokter

gigi dengan pasien itu ber-
banding 1:9. “Dengan jumlah
tersebut dirasa cukup ideal,
jika dibandingkan sekarang
yang jumlahnya masih jauh
dari itu untuk di sejumlah
daerah,” jelasnya.

Selama ini pendistri-

busian tenaga kesehatan ma-

sih menjadi problem utama
dalam bidang pelayanan ke-
sehatan kepada masyarakat.
Namun, pendistribusian dok-
ter gigi ke sejumlah daerah di
Indonesia bukanlah semata
tanggung jawab pemerintah
pusat.

~ “Memang, yang punya
wewenang mend15tr1bus1kan
dokter adalah - pemerintah

; pusat Tapi peran pemerintah

yang kini menjabat Dekan
FKG Unpad. j

Tidak adanya aturan
yang jelas soal pendistri-
busian tenaga kesehatan
selama ini, juga berdampak
pada jaminan kesejahtera-
an dokter yang berpraktik di
daerah terpencil.

“Ini juga jadi salah satu
faktor penghambat. Maka,
kami berharap UU Pendidik-
an kedokteran segera diter-
bitkan untuk mengatasi per-
masalahan ini,” ujarnya.

Selain membahas pen-
distribusian tenaga kesehat-
an, dalam undang-undang
tersebut nanti juga terdapat
tentang tata kelola dan pe-
layanan kesehatan. “Intinya
UU ini menjamin adanya ke-
sempatan lebih luas bagi ca-
lon dokter dari berbagai dae-

mereka me- daerah juga sangat diperlu- rah sesuai kebutuhan daerah
numﬁuk di kota-kota besar.  kan. Karena kini berlaku oto-  masing-masing,” tuturnya.
Sedangkan Jumlah mereka “nomi daerah,” ungkap pr1a (riza pahlevi/rey)

Kiiping Humas Unpad 2012




